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Oleh : Randhika A. Manoppo2 

 
ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apa tujuan pendaftaran 
tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 dan bagaimana fungsi 
sertifikat hak atas tanah bagi pemegang hak 
atas tanah.  Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan PP 
Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk 
memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak 
atas tanah yang terdaftar, agar dengan 
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak. Jaminan kepastian hukum 
pendaftaran tanah meliputi kepastian status 
hak yang didaftar, kepastian subjek hak dan 
kepastian objek hak. 2. Fungsi sertifikat hak 
atas tanah bagi pemegang hak atas tanah 
adalah untuk membuktikan adanya hak atas 
tanah dan subjek hak atas tanah melalui data 
fisik dan data yuridis yang tercantum dalam 
sertifikat hak atas tanah tersebut. Data fisik 
berupa keterangan mengenai letak, batas, 
dan luas tanah. Sedangkan data yuridis 
mengenai status hukum dan subjek 
pemegang hak atas tanah. 
Kata kunci: Fungsi Sertifikat, Tanah, 
Pendaftaran Tanah 

 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang 

UUPA mengatur pendaftaran tanah yang 
bertujuan untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum. Pendaftaran tanah ini 
menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun 
pemegang hak atas tanah di seluruh wilayah 
Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 
UUPA, yaitu :  
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh 

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah 
di seluruh wilayah Republik Indonesia 
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menurut ketentuan-ketentuan yang 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

(2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat 1 pasal 
ini meliputi:  
a. Pengukuran, perpetaan, dan 

pembukuan tanah; 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan 

peralihan hak-hak tersebut; 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti 

hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan 
dengan mengingat keadaan negara dan 
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial 
ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut 
pertimbangan Menteri Agraria. 

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur 
biaya-biaya yang bersangkutan dengan 
pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di 
atas, dengan ketentuan bahwa rakyat 
yang tidak mampu dibebaskan dari 
pembayaran biaya-biaya tersebut. 

Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah 
menurut Pasal 19 Ayat (1) UUPA diatur 
dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Pemerintah yang diperintahkan disini sudah 
dibuat, semula adalah Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah. LNRI Tahun 1961 Nomor 
28-TLNR1 Nomor 2171. Kemudian, Peraturan 
Pemerintah Nomr 10 Tahun 1961 dinyatakan 
tidak berlaku lagi dengan disahkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, LNRI Tahun 1997 Nomor 
59-TLNRl Nomor 3696.3    

Dari uraian di atas telah mendorong 
penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul 
: Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Apa tujuan pendaftaran tanah 

berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997? 

2. Bagaimana fungsi sertifikat hak atas 
tanah bagi pemegang hak atas tanah? 
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C. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 

normatif, yaitu dengan melihat hukum 
sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun 
data digunakan metode penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu dengan 
mempelajari kepustakaan hukum yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan, 
himpunan peraturan perundang-undangan, 
artikel-artikel hukum dan berbagai sumber 
tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah 
dihimpun selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan metode analisa kualitatif, di 
mana hasilnya disusun dalam bentuk karya 
ilmiah berupa skripsi. 
 
PEMBAHASAN 
A.  Tujuan Pendaftaran Tanah 

Terselenggaranya pendaftaran tanah 
secara baik merupakan dasar dan 
perwujudan tertib administrasi di bidang 
pertanahan. Untuk mewujudkan tertib 
administrasi pertanahan, setiap bidang tanah 
dan satuan rumah susun termasuk peralihan, 
pembebanan dan hapusnya hak atas bidang 
tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 
wajib didaftar.  

Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam 
Pasal 5 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997, adalah untuk 
memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak 
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun 
dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan 
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan.  

Tujuan memberikan jaminan kepastian 
hukum merupakan tujuan utama dalam 
pendaftaran tanah sebagaimana yang 
ditetapkan oleh Pasal 19 UUPA.1    Maka 
memperoleh sertifikat, bukan sekedar 
fasilitas melainkan merupakan hak pemegang 
hak atas tanah yang dijamin oleh 
undang-undang.2 

Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan 
pendaftaran tanah, meliputi :3 

1. Kepastian status hak yang didaftar. 
                                                           
1
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Artinya dengan pendaftaran tanah 
akan dapat diketahui dengan pasti 
status hak yang didaftar, misalnya Hak 
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, Hak 
Pengelolaan. Hak Tanggungan, Hak 
Milik Atas Satuan Rumah Susun atau 
Tanah Wakaf. 

2. Kepastian subjek hak 
Artinya dengan pendaftaran tanah 
akan dapat diketahui dengan pasti 
pemegang haknya, apakah 
perseorangan warga negara Indonesia 
atau orang asing yang berkedudukan di 
Indonesia, sekelompok orang secara 
bersama-sama atau badan hukum 
(badan hukum privat atau badan 
hukum publik). 

3. Kepastian objek hak 
Artinya dengan pendaftaran tanah 
akan dapat diketahui dengan pasti 
letak tanah, batas-batas tanah dan 
ukuran (luas) tanah. Letak tanah 
berada di jalan, kelurahan/desa, 
kecamatan, kabupaten/kota, dan 
provinsi mana. Batas-batas tanah 
meliputi sebelah utara, selatan, timur, 
dan barat berbatasan dengan tanah 
siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) 
tanah dalam bentuk meter persegi. 

Untuk memberikan jaminan kepastian 
hukum dan perlindungan hukum dalam 
pendaftaran tanah, kepada pemegang yang 
bersangkutan diberikan sertifikat sebagai 
tanda bukti haknya. Untuk menyediakan 
informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar 
dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan 
satuan-satuan rumah susun yang sudah 
terdaftar. Dengan terselenggaranya 
pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk 
terciptanya suatu pusat informasi mengenai 
bidang-bidang tanah sehingga pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah 
dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan 
satuan-satuan rumah susun yang sudah 
terdaftar. 
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B. Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah 

Salah satu tujuan pendaftaran tanah 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997, adalah untuk memberikan kepastian 
hukum dan perlindungan kepada pemegang 
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar 
dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
Untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum, kepada pemegang hak 
yang bersangkutan diberikan sertifikat hak 
atas tanah. 

Dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA 
dinyatakan bahwa akhir kegiatan 
pendaftaran tanah yang diadakan olch 
Pemerintah adalah pemberian surat tanda 
bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. UUPA tidak 
menyebut nama surat tanda bukti hak atas 
tanah yang didaftar. 

Baru pada Pasal 15 Ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 
dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas 
tanah yang didaftar dinamakan sertifikaf 
yaitu salinan buku tanah dan surat ukur 
setelah dijahit menjadi satu bersama-sama 
dengan suatu kertas sampul yang bentuknya 
ditetapkan oleh Menteri Agraria21 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kalinya menghasilkan surat tanda 
bukti hak, yang berupa sertifikat. Pengertian 
sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
adalah surat tanda bukti hak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c 
UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, 
tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah 
susun dan hak tanggungan yang 
masing-masing sudah dibukukan dalam buku 
tanah yang bersangkutan. 

Sertifikat diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota. Sedangkan 
pejabat yang menandatangani sertifikat, 
adalah :22 

a. Dalam pendaftaran tanah secara 
sistematik, sertifikat ditandatangani 
oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama 
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Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ 
Kota. 

b. Dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik yang bersifat individu 
(perseorangan), sertifikat 
ditandatangani oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam 
pendaftaran tanah secara sporadik 
yang bersifat individual (perseorangan) 
sertifikat ditandatangani oleh Kepala 
Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 
Tanah atas nama Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Maksud diterbitkan sertifikat dalam 
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 
kali adalah agar pemegang hak dengan 
mudah dapat membuktikan bahwa dirinya 
sebagai pemegang haknya. Sertifikat 
diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak 
yang bersangkutan sesuai dengan data fisik 
dan data yuridis yang telah didaftar dalam 
buku tanah. 

Pihak yang menerima penyerahan 
sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota, adalah :23 

a. Untuk hak atas tanah atau hak milik 
atas satuan rumah susun yang 
dipunyai oleh satu orang, sertifikat 
hanya boleh diserahkan kepada pihak 
yang namanya tercantum dalam buku 
tanah yang bersangkutan sebagai 
pemegang hak atau kcpada pihak lain 
yang dikuasakan olehnya. 

b. Untuk tanah wakaf, sertifikat 
diserahkan kepada Nadzirnya atau 
pihak lain yang dikuasakan olehnya. 

c. Dalam hal pemegang hak sudah 
meninggal dunia, sertifikat diterimakan 
kepada ahli warisnya atau salah 
seorang waris dengan persetujuan 
para ahli waris yang lain. 

d. Untuk hak atas tanah atau hak milik 
atas satuan rumah susun kepunyaan 
bersama beberapa orang atau badan 
hukum diterbitkan satu sertifikat, yang 
diterimakan kcpada salah satu 
pemegang hak bersama atas 
penunjukan tertulis para pemegang 
hak bersama yang lain. 

e. Untuk Hak Tanggungan, sertifikat 
diterimakan kepada pihak yang 
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namanya tercantum dalam buku tanah 
yang bersangkutan atau kepada pihak 
lain yang dikuasakan olehnya. 

Ada bermacam-macam sertifikat 
berdasarkan objek pendaftaran tanah dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997, yaitu : 

1. Sertifikat Hak Milik. 
2. Sertifikat Hak Guna Usaha. 
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas 

tanah negara. 
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas 

tanah Hak Pengelolaan. 
5. Sertifikat Hak Pakai atas tanah Negara. 
6. Sertifikat Hak Pakai atas tanah Hak 

Pengelolaan. 
7. Sertifikat tanah Hak Pengelolaan. 
8. Sertifikat tanah Wakaf. 
9. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun. 
10. Sertifikat Hak Tanggungan. 
Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda 

bukti hak dimuat dalam Pasal 32 PP Nomor 
24 Tahun 1997, yaitu : 
1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti 

hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data 
fisik dan data yuridis yang termuat di 
dalamnya, sepanjang data fisik dan data 
yuridis tersebut sesuai dengan data yang 
ada dalam surat ukur dan buku tanah 
yang bersangkutan. 

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah 
sudah diterbitkan sertifikat secara sah 
atas nama orang atau badan hukum 
yang memperoleh tanah tersebut 
dengan iktikad baik dan secara nyata 
menguasainya, maka pihak lain yang 
merasa mempunyai hak atas tanah itu 
tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan 
hak tersebut apabila dalam waktu 5 
tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu 
tidak mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada pemegang sertifikat dan 
Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan ataupun tidak 
mengajukan gugatan ke Pengadilan 
mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan sertifikat. 

Dari ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 
Tahun 1997 tersebut di atas, maka menurut 

hemat penulis fungsi sertifikat hak atas tanah 
adalah sebagai tanda bukti hak dan berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai 
data fisik dan data yuridis suatu tanah 
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 
sesuai dengan data yang ada dalam surat 
ukur dan hukum tanah yang bersangkutan. 

Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 
19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 
32 Ayat (2), dan Pasal 38 Ayat (2) UUPA, yang 
berisikan bahwa pendaftaran tanah 
menghasilkan surat tanda bukti yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 
maka sistem publikasi pendaftaran tanah 
yang dianut adalah sistem publikasi negatif, 
yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda 
bukti hak yang bersifat kuat dan bukan 
merupakan surat tanda bukti hak yang 
bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data 
fisik dan data yuridis yang tercantum dalam 
sertiflkat mempunyai kekuatan hukum dan 
harus diterima hakim sebagai keterangan 
yang benar selama dan sepanjang tidak ada 
alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. 
Dengan demikian, pengadilanlah yang 
berwenang memutuskan alat bukti mana 
yang benar dan apabila terbukti sertifikat 
tersebut tidak benar, maka diadakan 
perubahan dan pembetulan sebagaimana 
mestinya.24  

Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
mempunyai kelemahan, yaitu negara tidak 
menjamin kebenaran data fisik dan data 
yuridis yang disajikan dan tidak adanya 
jaminan bagi pemilik sertifikat dikarenakan 
sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan 
dari pihak lain yang merasa dirugikan atas 
diterbitkannya sertifikat. 

Untuk menutupi kelemahan dalam 
ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan untuk 
memberikan perlindungan hukum kepada 
pemilik sertifikat dari gugatan dari pihak lain 
dan menjadikannva sertifikat sebagai tanda 
bukti yang bersifat mutlak, maka dibuatlah 
ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan 
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sertifikat 
sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat 
mutlak apabila memcnuhi unsur-unsur secara 
kumulatif, yaitu : 

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas 
nama orang atau badan hukum 

2. Tanah diperoleh dengan iktikad baik 
3. Tanah dikuasai secara nyata 
4. Dalam waktu 5 tahun sejak 

diterbitkannya sertifikat itu tidak ada 
yang mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada pemegang sertifikat 
dan Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota setempat ataupun 
tidak mengajukan gugatan ke 
pengadilan mengenai penguasaan 
tanah atau penerbitan sertifikat. 

Menurut Soedikno Mertokusumo, 
wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak 
atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 
2 yaitu :25 

1. Wewenang umum 
Wewenang yang bersifat umum, yaitu 
pemegang hak atas tanah mempunyai 
wewenang untuk menggunakan 
tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, 
air, dan ruang yang ada di atasnya 
sekedar diperlukan untuk kepentingan 
yang langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu dalam 
batas-batas menurut Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan 
peraturan-peraturan hukum lain yang 
lebih tinggi. 

2. Wewenang khusus 
Wewenang yang bersifat khusus, yaitu 
pemegang hak atas tanah mempunyai 
wewenang untuk menggunakan 
tanahnya sesuai dengan macam hak 
atas tanahnya, misalnya wewenang 
pada tanah Hak Milik adalah dapat 
untuk kepentingan pertanian dan/atau 
mendirikan bangunan, wewenang 
pada tanah Hak Guna Bangunan 
adalah menggunakan tanah hanya 
untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya, wewenang pada tanah Hak 
Guna Usaha adalah menggunakan 
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hanya untuk kepentingan usaha di 
bidang pertanian, perikanan, 
peternakan, dan perkebunan. 

Apabila suatu hak atas tanah telah 
didaftarkan, maka tanah tersebut 
mempunyai sertipikat sehagai tanda bukti 
haknya. Sebaliknya apabila suatu hak atas 
tanah belum mempunyai sertipikat berarti 
tanah tersebut belum didaftarkan 
sebagaimana diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Keberadaan sertifikat hak atas tanah 
mempunyai arti penting yang menandakan 
bahwa hak atas tanah bersangkutan telah 
didaftarkan dimana hal itu dibuktikan dengan 
adanya atau diterbitkan sertipikat hak atas 
tanah oleh instansi yang berwenang. 

Fungsi sertipikat hak atas tanah adalah 
unluk membuktikan adanya hak atas tanah 
dan subjek hak atas tanah tersebut. 
Pembuktian mengenai subjek dan objek hak 
atas tanah dapat dilihat dari data yuridis dan 
data fisik yang tercantum dalam sertipikat 
hak atas tanah tersebut. Pata fisik adalah 
keterangan mengenai letak, batas dan luas 
bidang tanah yang didaftar serta keterangan 
mengenai bangunan dan bagian-bagian di 
atasnya. Sedang data yuridis adalah 
keterangan mengenai status hukum bidang 
tanah yang didaftar, pemegang haknya dan 
hak pihak lain serta hak-hak lain yang 
membebaninya.26 

Dengan adanya sertipikat tanah maka 
akan memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak 
atas tanah bersangkutan. Kepastian hukum 
berarti dapat diketahui dengan pasti dan 
jelas siapa pemegang hak atas tanah dan apa 
objek hak atas tanah bersangkutan. Jaminan 
perlindungan hukum diberikan kepada 
pemegang hak atas tanah yang telah 
bersertipikat manakala ada pihak lain yang 
mengajukan gugatan atau klaim dari pihak 
lain atas kepemilikan hak atas tanah 
seseorang. 

Sertipikat hak atas tanah bukan 
merupakan alat bukti yang bersifat mutlak, 
namun keberadaannya sangat penting 
apabila diperlukan dalam pembuktian. 
Apalagi jika sertipikat tersebut telah 
melampaui jangka waktu tertentu (5 tahun 
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sesuai asas rechtsverwerking yang dianut 
dalam PP Nomor 24 Tahun 1997) sehingga 
kepemilikan hak atas tanah menjadi pasti. 
Apabila suatu sertipikat telah mempunyai 
kekuatan pembuktian yang kuat, maka ia 
dapat dijadikan bukti oleh pemegang hak 
atas tanah dari gugatan yang diajukan oleh 
pihak lain.27 

Fungsi sertipikat hak atas tanah adalah 
merupakan alat bukti yang kuat dan sebagai 
tanda bukti yang bersifat mutlak. Sertipikat 
sebagai tanda bukti yang kuat artinya data 
fisik dan data yuridis yang termuat dalam 
sertipikat mempunyai kekuatan pembuktian 
yang harus diterima sebagai keterangan yang 
benar oleh hakim selama tidak dapat 
dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain. 
Sertipikat dikatakan sebagai alat bukti yang 
bersifat mutlak artinya apabila setelah 
berjalan 5 tahun tidak ada yang menggugat 
atau mempermasalahkan sertipikat tersebut, 
maka tidak dapat lagi diganggu gugat karena 
sertipikat bersangkutan telah mempunyai 
kekuatan pembuktian mutlak, dengan syarat 
terbitnya sertipikat tersebut secara sah dan 
memperolehnya dengan itikad baik dan 
secara nyata menguasainya. 

Pada umumnya, tanah-tanah yang belum 
bersertipikat dijumpai di daerah-daerah, dan 
biasanya disebut tanah girik atau tanah adat. 
Meskipun bersifat non-sertipikat, 
tanah-tanah tersebut masih memiliki 
kekuatan hukum kuat. Untuk itu diharapkan 
pemerintah lebih menggalakkan lagi Program 
Nasional (Prona) pembuatan sertifikat hak 
atas tanah melalui pendaftaran tanah di BPN 
setelah memenuhi persyaratan-persyaratan 
admnistrasi di desa letak tanah tersebut.  

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan 

PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk 
memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang 
hak atas tanah yang terdaftar, agar 
dengan mudah dapat membuktikan 
dirinya sebagai pemegang hak. Jaminan 
kepastian hukum pendaftaran tanah 
meliputi kepastian status hak yang 
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didaftar, kepastian subjek hak dan 
kepastian objek hak.  

2. Fungsi sertifikat hak atas tanah bagi 
pemegang hak atas tanah adalah untuk 
membuktikan adanya hak atas tanah dan 
subjek hak atas tanah melalui data fisik 
dan data yuridis yang tercantum dalam 
sertifikat hak atas tanah tersebut. Data 
fisik berupa keterangan mengenai letak, 
batas, dan luas tanah. Sedangkan data 
yuridis mengenai status hukum dan 
subjek pemegang hak atas tanah. 
 

B. Saran 
1. Seyogianya pemerintah terutama 

pemerintah daerah dan Bdan 
Pertananahan kabupaten dapat secara 
intensif mengsosialisasikan pendaftaran 
hak atas tanah di desa-desa karena 
melalui pendaftaran tanah di Badan 
Pertanahan ada kepastian hukum 
tentang status tanah dan kepastian 
hukum tentang pemilik. 

2. Seyogianya Pemerintah Daerah dan 
Badan Pertanahan di kabupaten lebih 
menggalakkan lagi Program Nasional 
pembuatan sertifikat karena di 
daerah-daerah masih banyak 
tanah-tanah yang belum bersertifikat 
karena biaya pembuatan sertifikat yang 
mahal. 
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